
 
PROVINSI LAMPUNG 

 

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

NOMOR 31 TAHUN 2017 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM 
DAN  RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA RETRIBUSI 

JASA UMUM DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,   

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 Peraturan 
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 
2012 tentang Retribusi Jasa Umum, tarif retribusi ditinjau 

kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali yang dilakukan 
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan 

perekonomian dengan penetapan perubahan tarif Retribusi 
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir 

Di Tepi Jalan Umum Dan  Retribusi Pengujian Kendaraan 
Bermotor Pada Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Tulang 
Bawang Barat; 

  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Penyelenggaraan 
Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 



 

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4444); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

8. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi 
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4934); 

9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5035); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063); 

12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 116); 

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 



Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3527); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang 

Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang 
Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang  
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor  34 Tahun 2006 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4655); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5155); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang 
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan 
Keuangan Daerah; 



 

 
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 

tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 

4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 
4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat Nomor 14); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 
6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pangkat 

Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang 
Barat Nomor 74); 

          

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF 

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN  
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA 

RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN TULANG BAWANG 
BARAT  

 

BAB I 

PERUBAHAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM 
 

Pasal 1 

 
Perubahan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum mencakup 
Struktur dan Besarnya Tarif sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 

54 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Retribusi Jasa Umum, sehingga ditetapkan Perubahan Struktur dan 

Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. 
 

Pasal 2 

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi 
parkir ditepi jalan umum. 

(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut: 

a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua)  : Rp. 1.500,- /sekali parkir 
b. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) : Rp. 2.500,- /sekali parkir 

c. Kendaraan bermotor jenis mobil  



 barang/bus dan truk Ukuran besar  

 roda 6 (enam)  : Rp. 4.000,- /sekali parkir 
 

d. Kendaraan bermotor jenis mobil bus 
ukuran besar atau truk atau mobil 
tangki 10 (sepuluh) roda ke atas : Rp. 5.000,- /sekali parkir. 

 

BAB II 

PERUBAHAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 

 

Pasal 3 
 
Perubahan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor mencakup Struktur dan 

Besarnya Tarif sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 64 Peraturan 
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Jasa Umum, sehingga ditetapkan Perubahan Struktur dan Besarnya 
Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. 
 

Pasal 4 
 

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:  
a. Biaya pendaftaran      : Rp.    2.500,- 
b. Tanda lulus uji/Siter/Semprot    : Rp.  12.500,- 

c. Biaya uji 
1. mobil penumpang umum JBB < 4.000 Kg  : Rp.    5.000,- 
2. mobil bus/kendaraan khusus    : Rp.  10.000 

3. mobil barang  
a) JBB 0 kg – 4.000 kg     : Rp.    8.500,- 

b) JBB 4.000 kg – 7.500 kg    : Rp.  10.000,- 
c) JBB 7.500 kg – 14.000 kg    : Rp.  10.000,- 
d) Kereta gandengan dan kereta tempelan  : Rp.  10.000,- 

4. biaya mutasi kendaraan wajib uji   : Rp.  25.000,- 
5. biaya cetak plat uji      : Rp.    3.000,- 

6. biaya buku uji 
a) pengganti berkala     : Rp.  10.000,- 
b) perubahan bentuk/modifikasi   : Rp.  15.000,- 

c) karena hilang/rusak     : Rp. 100.000,- 
7. numpang uji keluar/masuk dikenakan biaya sebesar biaya uji 

berdasarkan JBB. 

 
Pasal 5 

 
Besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Retribusi 
Pengujian Kendaraan Bermotor yang diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini 

ditetapkan, mengacu pada Besaran Tarif Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 
dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang diatur dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Jasa Umum. 
 

Pasal 6 
 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku: 

a. besaran koefisien dan besaran tarif Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 
dan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten 



Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; 

dan 
b. besaran tarif Retribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 64 Peraturan Daerah Kabupaten 
Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; 

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. 

 
BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 7 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Barat. 

 
Ditetapkan di Panaragan 
pada tanggal 1 Maret 2017 

 
PENJABAT BUPATI 

TULANG BAWANG BARAT,  
 
 

       Dto. 
 

ADEHAM 

 
Diundangkan di Panaragan  

pada tanggal 1 Maret 2017 
 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,  
 

 
Dto. 
 

 
HERWAN SAHRI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017 
NOMOR 31 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum, 

 

 

 

 

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP 

Pembina 
NIP. 19770409 200212 1 008 

 
 


